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A. PENJELASAN UMUM

;;obgaz:: A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Teknis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah
lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan
aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk
membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan
bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan
memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas
internal pemerintah adalah dalam arti BPKP Ilebih mengedepankan peran
proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan
shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses
governance, manajemen risikc dan penerapan sistem pengendalian guna
mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP
berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern
terhadap  akuntabilitas  keuangan negara dan  pembinaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan ini
mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun
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